BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
Nomor : 31 Tahun 2008

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI SUKOHARIJO,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
903/112/2008 Tanggal 18 April 2008 tentang Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dari
APBD Provinsi Jawa Tengah, bahwa Kabupaten Sukoharjo
mendapat Alokasi Dana sebesar Rp.520.000.000,00 untuk
penanganan jembatan Bleki Kecamatan Bendosari;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tanggal 3 Nopember 2008 Nomor

170/11/DPRD/XI/2008 tentang persetujuan pencairan
mendahului perubahan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran

2008 sehingga perlu adanya penyesuaian Anggaran;

c. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a dan b di atas dan
dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu
ditempuh mekanisme mendahului perubahan APBD Tahun Anggaran

2008;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢ periu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah—daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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10.

i,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
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12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4024);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4027);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 24 Tahun 2007
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor
26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 45 TAHUN 2007
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun
2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerch
Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007
Nomor 45) sebagaimana telab diubah beberapa kali terakhir dengen
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2008 (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 164) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2007

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo diubah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada angka 1
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo _
pada tan 3 Sopexber 2008

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo

pada tanggal 3 Nopember 2008

BAMBANG RIYANYTO )

SEKRETARIS DAERAH
KABUIATEN SUKOHARJO, ‘ '

J\/xwg

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPA'TEN SUKOHARJO
TAHUN 2008 NOMOR 179
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